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HUKUMAN TERHADAP PELAKU JARIMAH ZINA

A. Ketentuan Jarimah Zina dalam Perspektif Hukum Islam
1. Pengertianjarimah
Jarimahsecara bahasa adalah stadll g i )
(dosa, kesalahan, kejahatan, perbuatan yang diamekiman / delik}.
Sebagaimana ungkapa#,-J “x » berarti delik pencuriah.

Menurut istilah pardugahag yang dinamakajarimah ialah:
3 . ar . M .« 9 [ . o
ﬁﬂj\m@&\ﬁ)@cﬂu\)@

Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allailgde hukum
had atauta’zir.

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikdougian
yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yangsherdari nashhad
adalah ketentuan hukum yang sudah ditentukan olé&h,Asedangkan
ta’zir ialah hukuman atas pengajaran yang besar damkaadilitetapkan

oleh penguasé.

! Marsum, Figh Jinayah (Hukum Pidana IslamY,ogyakarta: Bag Penerbit, UUI, 1991,
nm- 2 Ahmad Warsan Munawirkamus Arab IndonesiaYogyakarta: Pustaka Progresif, 1998.
nm lzgibdul Qadir Audah al-Tasyri, al-Jina'y al-IslanBeirut: Muasasah al-Risalah, 1992, him
‘?llsbid. him 56
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Pengertianjarimah juga sama dengan peristiwa pidana atau sama
dengan tindak pidana atau delik dalam hukum pdsitianya bedanya
hukum positif membedakan antara kejahatan ataunggtan mengingat
berat ringannya hukum, sedangkan syariat Islank ttdambedakannya,
semugarimah ataujinayah mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan diangggeimah apabila dapat merugikan kepada
tata aturan masyarakat atau kepercayaannya atawgikeer kehidupan
anggota masyarakat, baik benda, nama baik atasgzemaya dengan
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihordaatidipelihara.

Suatu hukum dibuat agar tidak terjgdrimah atau pelanggaran
dalam masyarakat. Sebab dengan larangan-larangantidak cukup.
Meskipun hukum itu juga bukan sebuah kebaikan, &aflapat dikatakan
sebagai perusakan atau pesakitan bagi si-pelakayumaukum tersebut
sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentramam daasyarakat,
karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adadateliharaan
kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yangardakan
jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlardag
meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang dan megaikan perbuatan-
perbuatan yang wajib yang diancam syara’ dengarurhaek had atau
hukumanta’zir. Kalau perintah atau larangan itu tidak diancamgde

hukuman bukan dinamakan dengarmah.

5Aéhmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidandakarta: Bulan Bintang, 1996, him. 1
Ibid, him. 2
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Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, makienah dapat
dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Jarimah Hudud
Kata hudud adalah kata jamak, bahasa ardtad” atau
mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaagadehal-hal
boleh (halal) dan terlarang (haram).
Jarimahhududadalah suatu tindakan yang dikenakan hukuman
atasnya dengan hukuman had. Dan had adalah hukyamantelah
ditentukan oleh Allah sebagaimana pernyataan ABth@adir Audah

sebagai berikut:

o llat s 3 u8all A shall 54 sl 5 anileale Claall L3104

Artinya: Jarimah yang diancam padanya dengan hukuman haadl, da
had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah

Hukuman yang menjadi hak tuhan adalah setiap hukymaag
dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat)erfemuntuk
memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakdangian
penjatuhan pidana atau hukuman tersebut akan kimasaleh
keseluruhan masyarakat.

Jarimah hududada tujuh, yaitu, zina, gadzaf, minuman keras,
mencuri, hirabah (pembegalan, perampokan, gangdeamanan),

murtad, dan pemberontakan (al-Baghu).

" Abdur Rahman(Tindak Pidana Dalam Syariat Islgndakarta: PT Rineka Cipta, 1992,
him. 6

8 Abdul Qadir Audah, ©p,Cit him. 78
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2. Jarimah Qishas - Diyat
Jarimah gishas-diyatdalah perbuatan yang diancam dengan
hukumangishasatau hukumardiyat Hukuman yang berupaishas
maupun hukuman yang beruggyat adalah hukuman-hukuman yang
telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyé berendah
maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorarfgak manusia),
Dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkapekiku
jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukunyea

menjadi hapu$® Sebagaimana pernyataan Abdul al Qodir Audah:

salad e IS5 Al Galialy Lgle (lay S S0l ja
na) 3 s 5 j080 4y gie Al

Artinya: “Jarimah yang diancam kepadanya hukuman qishaasu at
diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batagardan

menjadi hak perseorangan
Sebagaimana firman Allah:

J;L 3&1\ L;.\s!\ uaLAs!\ eSA;: «_uS \;M\ uml\ L’gj\ G
&ﬁbcwm\wd@c W@YM@Y\}MMM\}
(A8 4an ) (,S.\J Ce Caaddd Slid Olsaly ) 21305 uj)a.dl_a

(178: Us.d\) c’"‘“ a_a\qs:cdsdba,_a@m\

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishas berkenaan dengan orang-orang yang dibuntdma
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan haraha, d
wanita dengan wanita. Dan saudaranya hendaklah dgyan
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang dimaafkan) maaf dengan cara yan§ ba
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanaarid
tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sanegihf
(Q.S. al-Bagarah : 178).

° Abdul Qadir AudahQp. Cithlm. 79
1% Ahmad HanafiQp.Cithim. 7-8
1 Abdul Qadir AudahQp. Cit him.. 79
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Jarimah qishasada lima: pembunuhan sengag-Qatl al-
Amd, pembunuhan semi sengajaal-Qatl syibhu al-‘Amd),
pembunuhan tidak sengajal-Qatl al-Khata) penganiayaan sengaja
(al-Jahr al- ‘Amd penganiayaan tidak sengafal -Jahr Sibh al-
Khata)?

3. Jariamah Ta'zir

Katata'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal
karena tindak pidana yang memalukan. Dalam taldmuman itu tidak
ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rag@}Ndan hakim di
perkenankan untuk mempertimbangkan baik buruk hakurgang
akan dikenakan maupun kadardya.Bentuk hukuman dengan
kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbanganskfudengan
berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan steiam peradaban
manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneksaagenetode
yang dapat dilakukan dengan metode ini adalah yaeggganggu
kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan té&etsran
masyarakat?

Jarimah ta’zir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan satu hukuman atau lebih banyak menurut ttdmgieuman
ta’zir. Dalam jarimah ta'zir syara’ tidak menentukan macam-
macamnya hukuman untuk tiap-tigarimah ta’zir, tetapi hanya

menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seriegengannya

12 Abdul Qadir AudahQp. Cithim. 79
13 Ahmad HanafiQp,Cit, him. 7
“Ibid. him. 7
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sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hahakim diberi

kebebasan untuk kebebasan untuk memilih hukumaorhaik mana
yang paling sesuai dengan macgatimah ta'zir serta keadaan
sipembuatnya juga, dengan demikjanimah ta’zir tidak mempunyai
batas tertenttr’

Dengan demikian, dalamjarimah-jarimah ta’zir hanya
menentukan sebagiarjarimah-jarimah ta’'zir yaitu: perbuatan-
perbuatan yang selamanya akan tetap dipandang asejaaignah
seperti  memaki-maki orang, menggelapkan titipanapsudan
sebagainya, sedang sebagian terbesar jdamah-jarimah ta’zir
diserahkan kepada penguasa untuk menentukan, aegaspsuai
dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tgalawanan
dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara’ dasippprinsip
yang umumn?®

2. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam
Hukuman dalam Islam biasa diistilahkan dengaubah yaitu:

Sl delaall daladl il sl a4y sl
17&)\.&3\ )A\ UL"‘A'C

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk
kemaslahatan umum bagi yang melawan perintah syara’

1> Marsum,Op. Cit,him 141
6 Ahmad HanafiOp,Cit, him. 9
" Abdul Qadir AudahAl-Tasyri Jinai Al-IslamyJuz1, Cet, 3 1968, him. 609
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Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggunigawiaak
lain bertujuan memelihara ketenteraman dan kegertimasyarakat atau
kata lain untuk menegakkan kepentingan masyarakakuman Allah
SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan adeliap orang.
Adapun macam-macam hukuman diantaranya:

a. Pelaksanaan hukuman pgdamah hudud
Pelaksanaan hukurjarimah adalah mutlak dijalankan oleh
sultan atau perintah karejaimah ini adalah merupakan delik murni.
Jika suatu tindak pidana yang termasuk jarimah tudlah terbukti,
maka pihak yang berwenang (hakim) harus menjatutikétuman
sesuai dengan yang telah ditentukan syariat iskehingga hakim
tidak boleh atau tidak berwenang untuk menghapyskemgurangi
ataupun menambahkan hukuman kepada para pelakuniHarbeda
dengan ketentuan yang ada pada jarimah qishas, diyaskipun
hukumannya telah disebutkan oleh nash, baik abgurhaupun al-
sunnah, namun justru nash tersebut, memberikansisalternatif
hukuman bagi pihak korban (walinya) untuk menurtiau memilih
hukuman antara hukumaishas(balasan yang sepadan) atau meminta
hukumandiyat (ganti rugi) kepada pihak pelaku tindak piddha.
b. Pelaksanaan hukuman pgdamah gishas diyat
Pada dasarnya pelaksanaan hulkjanmmah berada ditangan

penguasa negara, akan tetapi unjakmah gishaspelaksanaannya

18 Bacalah kembali adanya ketentuan tersebut dal€@u@in Surat al-Bagarah ayat 178
dan surat Al-Maidah ayat 45
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bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban setalir wakilnya.

Hal ini adalah pengecualian. Pengecualian ini didas kepada

firman Allah:
Sl g Caybd S Ulalls il Ules 56 Lasllae 08

(33 :¢lmY))

Artinya: “Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepalia ah
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampéhatas
dalam membunuh.(Q.S. Al-Isra’: 33)

Dikalanganfugaha sudah disepakati bahwa wali korban bisa
melaksanakagishasdalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah
pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaannyarlukam
ketelitian dan dijauhinya kezaliman. Dengan denmK4alau dilakukan
tanpa kehadiran petugas negara terjadi akan dinmdsk masyarakat
pula, karena ia dianggap mengkhianati kekuasaaaraeg

c. Pelaksanaan hukuman pgdamah ta’zir

Pelaksanaan hukuman padarimah ta’zir menjadi hak
penguasa negara atau petugas yang ditunjuk oleh kayana satu
hukuman yang dilaksanakan untuk melindungi masydrakleh
karena itu menjadi haknya dan dilaksanakan olehl wedsyarakat?

Dalam menentukan batas hukumaa’zir baik karena

melakukan maksiat atau meninggalkan suatu kewajijzarg tidak

dinashkan hukumnya oleh syara’ diserahkan kepanguasa atau ulil

9 Abdur RahmanQp. Cit,hlm. 6
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disetiap masa dan tempat, dan keadaan berbeda-tmesharut
perbedaan kejahatan yang dilakukannya dan mengmgatkeadaan
si pelaku sendiri, karenanya hukuman yang mengiki@am nyawa,
sebab apabila ia melaksanakan sendiri ia dianggjaayai pembunuh.

Hukumanta’zir itu kadang-kadang dengan hukuman penjara,
membuang keluar daerah, atau dengan cambukan rBamgan
demikian, hukumanta’zir ini berjiwa mendidik atau mengajar
sehingga dalam pelaksanaannya hukuman ini tidakpaamada
pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa.

Dari uraian diatas, maka dapatlah kiranya diamhiats
pengertian bahwa dalam pelaksanaannya hukuman dailenm Islam
baik terhadapjarimah hudud gishas diyatmaupunjarimah ta’zir
dapat dilihat adanya kewenangan hakim dalam melaksa
hukuman tersebut.

Dalam jarimah hududhakim hanyalah terikat pada peraturan
syara’ yang telah ditentukan, sehingga hakim tidagat berbuat lain
selain hanya sebagai pelaksanaan terhadap ketesyaaa tentang
hukumannya, sebab padarimah hududhak sepenuhnya menjadi
wewenang Allah. Padajarimah qishas diyat hakim dalam
melaksanakan hukumannya tergantung kepada si kaatzan wali,
sedangkan padarimah ta’zir kekuasaan hakim dalam melaksanakan

hukumannya adalah terbuka luas, sehingga kewenanganuntuk
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menentukan hukuman yang paling sesuai untuk skpeléserahkan
kepada kekuasaan hakim sepenutfiya.

Kemudian penulis akan menjelaskan tentgagmah zina
dalam perspektif hukum islam. Dalayari’at Islamtuntunan dan pola
hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek ketmdmanusia,
dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dtetapi juga
akhirat, zina adalah perbuatan yang menimbulkamisiedan besar,
karena zina merupakan bagian dari perbuatan-penbuzram dan
dosa besar serta berakibat adanya hukurad?*

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Isladalah
hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatéak
kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmgefzuan.
Masalah hukunimadbagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan
oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkamgdsuatu
manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatampserbdosa,
penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang edugban
terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan,iyakninan
keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemeadekdan
kehormatarf?

Dalam hukum Islam tidak mengenal tindak pidana q®akn

tetapi zina. Zina adalah hubungan kelamin antacaasg laki-laki

% Topo Santosdylembumikan Hukum Pidana Isladakarta : Gema Insani Pres, 2003, him. 85
2L Alhafizh 1bn Hajar al-AsqolaniBulughul Marom terj. Muhammad Machfuddin

Aladib, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, bI24..

%2 Topo Santosd)p. Cit him. 105
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dengan seorang perempuan yang satu sama lain ted&kt dalam
hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apa&kdth seorang
atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan pmga masing-
masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata™zim dikenakan
baik terhadap seorang atau keduanya yang telahkatemitau pun
belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebaghi dosa yang
besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yaag akembuka
gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, miearghancurkan
landasan keluarga yang sangat mendasar, akan nileaigak
terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, mhdrkan nama
baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejungalgakit baik
jasmani maupun rohaff.
Zina dibagi menjadi dua vyaitu : zinghairu muhsandan
muhsan.
1) Zina Ghairu Muhsan
Zinaghairu muhsaradalah zina yang dilakukan antara laki-

laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuumdimk zina

ghoiru mukhsomda dua macam, yaitu:

a) Didera seratus kali, dan

b) Pengasingan selama satu talfun

a. Hukuman Dera

23 Abdur RahmanQp. Ci, him. 31.
24 Ahmad Wardi MuslihHukum Pidana IslamJakarta: PT Sinar Grafika, 2005, him. 29.
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Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan
zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. ikial
didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An ur:

ﬂ qﬂ °ﬂ;/

An\_au).m}ae.usu\&s\ UJJQAM\JL%_\esJ;\_a
u.u.ayd\ e AAJUQ Lo.@q\;c )AY\ ?31‘5
(2: s

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang
berzina maka deralah tiap-tiap orang dari
keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas
kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu untuk
menjalankan agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah
pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan
oleh sekumpulan orang mu’'min.” (QS. An Nur:
2).

Hukuman adalah hukumahad yaitu hukuman
yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karenahiljm
tidak boleh  mengurangi, menambah, menunda
pelaksanaannya atau penggantinya dengan hukuman yan
lain. Di samping telah ditentukan oleh syara’, hulkn
dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, ggin
pemerintah atau individu tidak berhak memberikan

pengampunafr

b. Hukuman Pengasingan

% Ahmad HanafiOp. Cit, him. 3
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Hukuman yang kedua untuk zighoiru mukhson
adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Fmkum
ini didasarkan hadits Ubadah ibnu Samid. Akan tetap
apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama
dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya
Menurut iman Abu Hanifah dan kawan-kawannya,
hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan
tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk
menggabungkan antara dera seratus kali dan peggasin
apabila hal itu dipandangnaslahat. Dengan demikian,
menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan
merupakan hukumarhad, melainkan hukumanta’zir.
Pendapat ini merupakan pendapat syfahAlasannya
adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini
dihapuskandimansukh dengan surat An Nur: 2.

Jumhur ulama’ yang terdiri dari atas Imam Malik,
Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman
pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan
hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut
jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuhneh
dan bukan hukumata’zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah

ibnu Shamit tersebut yang didalamnya tercantum.

% Ahmad Wardi MuslihOp Cit, him. 31.
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e .uaa:is\ d}u)db ;d\ﬁimha]\dg'&dh.c e
ala S0 S Shas el &) Jan 28 e )38
o) 5) a5 Aleals il (il g A o5 Aile

=

Artinya : “Dari Ubadah ibn Ash Shamit ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku,
ambil dari diriku, sesungguhnya Allah telah
memberikan jalan keluar (hukuman) bagi
mereka (pezina). Jejaka dengan gadis
hukumannya dera seratus kali dan pengasingan
selama satu tahun, sedangkan duda dengan
janda, hukumannya dera seratus kali dan
rajam”. (HR. Muslim)”.

Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti
dalam syari'at Islam tidak lalai untuk memberi pgatan
terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan
mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku kejahata
bukan karena takut hukuman melainkan kesadaran diri
untuk menjauhkan diri dari lingkungan kejahatararag

mendapatkan ridha dari Allah SWT; sebagaimanaalS.

Isra: 32

z z
z Z - -
3

Sl ey Aaal & &) UGS 1508 Y5
(32:6)uY))

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji
dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra: 32).

2) Zina Muhson

27 Imam Muslim,Shahih MuslimJuz 11, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, hlm



32

Zina muhsonadalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami ataistrer
Hukuman untuk pelaku zimauhsorini ada dua macam, yaitu :

a. Dera seratus kali, dan
b. Rajam.
a) Dera seratus Kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada ak@ur

surat an-Nuur ayat 2 dan hadis yang telah dikemarkak

diatas.

b) Rajam
Hukum rajam adalah hukuman mati dengan jalan diégmp
dengan batu dan sejenisnya. Para Ulama’ bersepakat,
bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina
muhson (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau
perempuan yang masih bersuami) adalah wajib dimraja
sampai mati. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dal
sebagai berikut :
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :
cpalidl (e Jay S sl 5 e ) e
Al b g g plus ade ) Lo ) Jgm
ade papeld Gy Gl B Jem )l e blalid
G (P Al Jguy b rad JUb agay o5 o
i |l e gl dgle ol 6 ia ale (el
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sha i J g sled Clalgd aol 4ands o gl
Jed (WY 8 e el cJE alug agle A
28(634.&46 b\jJ)_ DJA.AJ\A: M\)&J‘ ?L"'j
Artinya : “Ada seorang laki-laki yang datang kepada
Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berada
di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-
manggil Nabi seraya mengatakan : Hai
Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku
menyesal. Ucapan itu diulanginya sampai empat
kali  diulanginya itu, lalu  beliaupun
memanggilnya, seraya bertanya “apakah
engkau ini gila?” “tidak”, jawab laki-laki itu.
Nabi bertanya lagi “apakah engkau ini orang
yang muhson?”. “ya”, jawabnya. Kemudian
Nabi bersabda lagi “bawalah laki-laki ini dan

langsung rajam olehmu sekalian.”(HR.
Muslim)

B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum
Positif.

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasatfyang semua
kita tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gpegkosaan merupakan
salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkarara serius. Dari dulu
hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerakarsemata, tapi selalu
merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruth slistem kekuasaan
tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengmmkosaan merupakan
cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bah&mbaga-lembaga besar
seperti negara. Sepintas lalu, kasus perkosaak lada istimewa dari kasus

kekerasan lainnya, atau kalaupun jadi istimewaaligs perkosaan dengan

2 |mam Muslim Op,cit him. 160.
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korban perempuan di bawah umur atau perkosaantidplembunuhan. Ini
mungkin menyangkut cara pandang orang tentang seako.

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahdtanmasgang berupa
hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dddp perempuan dengan
kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dahupgéan tersebut tanpa
dikehendaki si korban. Menurut Adam Chazawi dalankubya “Tindak
Pidana Mengenai Kesopanamhengartikan perkosaan adalah pemaksaan dan
kekerasan yang sering berakibat trauma yang benf@epgan pada si
korban?®

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahdtanasgang berupa
hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dddp perempuan dengan
kondisi sebagai berikut:

- Tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan nathubawah
ancaman.

- Dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah aatam

- Dengan “persetujuan” perempuan namun melalui pamipu

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku dotegia (Ps. 285
KUHP), perkosaan adalah kekerasan atau ancamarrakeke memaksa

seorang perempuan bersetubuh dengan dia (lakidakdr pernikahari?

% Eko Prasetyo, Suparman MarzuRierempuan dalam Wacana Perkosa¥iogyakarta:
Pustaka Pelajar Offest, 1997, him. X.

3 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanadakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005, him. 63.

*!Ibid, him. 240.

32 Moeljatno,KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 26, 2007, him. 105
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Dalam hukum positif berzina adalah suatu kejahatarhadap

kesusilaan, kejahatan ini hanya dapat dilakukahn otang yang bersuami atau

beristri. Orang yang tidak bersuami atau beriswkamlah orang yang

melakukan berzina, hanya turut serta melakukarirzetz

Sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arigfidak pidana

perkosaan adalah:

Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wamniggbersangkutan
dengan kekerasan, ancaman, paksaan atau karesarpitigak berdaya.
Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkiakeddanin ke dalam
vagina, tetapi juga memasukkan alat kelamin kardahnus atau mulut
dan memasukkan suatu benda bukan bagian tubuHalkakke dalam
vagina atau mulut wanita.

Caranya tidak hanya dengan kekerasan, ancaman;akaketetapi juga
dengan cara apapun diluar kehendak persetujuaarkorb

Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadapi feiga wanita tidak
berdaya, pingsan dan dibawah umur juga tidak hdegt@adap wanita
yang tidak setuju diluar kehendaknya, tetapi jugrhadap wanita yang
memberikan persetujuannya karena dibawah ancamamak&ekeliruan
kesesatan, penipuan atau karena dibawah tmur.

Menurut pendapat hakim Bismar perkosaan itu adaktzinahan

juga, tetapi dengan adanya unsur paksaan didalafinya

% Tirta Amidjaja,Pokok-pokok HukurRidanaJakarta: Penerbit Fasco, 2006, him. 105
3 Topo SantosdSeksualitas Dan Hukum Pidaniakarta: PT IND-HILLCO, 1997, him.66
% |bid, him.70
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Tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHReatayata hanya
mempunyai unsure-unsur obyektif, masing-masingiyait
1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. Dengan diriny&

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tideksyaratkan
keharusan unsur kesengajaan pada diri pelaku dalatakukan perbuatan
yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tedepigan dicantumkannya
unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana diathg dalam pasal
285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidagkgsaan seperti yang
dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengajaanu@ngan sendirinya
unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan badh glenuntut umum
maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang merserikan mengadili
perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakslah melanggar
larangan yang diatur dalam pasal 285 KU¥P.

Tindak pidana perkosaan sering diikuti dengan #ndadana
pembunuhan yang tidak disengaja, yang semula m@iathgnya ingin

memperkosa saja, akan tetapi sikorban terkadangug@ayang meninggal

% Lamintang Delik-Delik KhususBandung : Mandar Maju, 1990. him 108
%" bid, him. 109
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dunia, kejahatan yang dilakukan tidak sengaja adadejahatan yang
dirumuskan dalam pasal 359 yang berbunyi :"Barangpas karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang kin dn pidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidamarigan paling lama satu
tahun, unsur-unsur dari rumusan tersebut diatdatada
1. Adanya unsur kelalaian
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan desmighat kematian

orang lain®®

Jika tindak pidana perkosaan yang tercantum daksal 285 KUHP

itu sampai mengakibatkan mati, maka akan dijatulidana penjara paling
lama lima belas tahun, seperti yang tercantum thnagoasal 29 ayat (2)
KUHP yang berbunyi : “Jika salah satu kejahatangyditerangkan dalam
pasal 285, 286, 287, dan 290 itu mengakibatkan, ndgatuhkan pidana

paling lama lima belas tahdh.

3 Adam ChazawiQp. Cit hlm. 125
39 Moeljatno,Op. Cit him. 107



